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ABSTRAK

CATATAN

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan upaya Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 108
Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2011; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 yaitu:

1. BAB I Ketentuan Umum.

2. BAB Il Penyelenggaraan LLAJ

3. BAB Ill Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang
LLAJ.

4. BAB IV Penggunaan KBL Barbasis Baterai.

5. BAB V Penyelenggaraan Sistem Informsi dan Komunikasi di Bidang
Perhubungan.

6. BAB VI RAK LLAJ.

7. BAB VIl Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas, dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

8. BAB VIl Pengembangan dan Integrasi Sistem Transportasi dan Perhubungan

9. BAB IX Pembangunan Angkutan Massal.

10. BAB X Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

11. BAB XI Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi
Transit.

12. Xll Peran Serta Masyarakat.
13. Xlll Kerjasama.
14. BAB IV Pembinaan dan Pengawasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Juli 2025.



